BUPATI REMBANG
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG

PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG .

BUPATI-REMBANG,

jenimbang & bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, periu menyusun
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Rembang;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a; perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Uraian Tugas
Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
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lengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38980),

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik' Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indoriesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negerl Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Republik  Indonesia  Republik  Indonesia
Nomor 4737); AR .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 23); '

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

12. Peraturan Daerah'Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 91).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATIURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS
JABATAN  STRUKTURAL  BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daierah adalah Kabupaten Rembang.
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pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
» penyelenggara pemerintahan daerah.

3, Bupati adalah Bupati Rembang.

4 Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri
" dari sekretariat daerah, sokretariat DPRD, dinas daerah, lembaga, teknis daerah,
lembaga lain, kecamatan dan kelurahan S

5. Sekretaris Daerah adalah Seknetaris Daerah Kabupaten Rembang.

. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rembang.

7. Kepala Badan ad:alah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

8. Pedoman adalah ketentuan yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan
yang ditetapkan.

9. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat
kerja untuk memperoleh hasil kerja.

10_' Uraian Tugas adalah paparan secara rinci tentang tugas jabatan struktural. |
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

RO A i n
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana
Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Benencana
Kabupaten Rembang.
BAB Il
PEDOMAN URAIAN TUGAS
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural
3adan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten

lembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
erpisahkan dari Peraturan Bupati iri.

Pasal 3
’edoman Uraian Tugas sebagaiimana &imaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai

)redoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas umum
)emerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

“eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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o setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3/ Ocsembe- 2008

BUPATLREMBANG

H. MOCH. SALIM

pundangkan di Rembang
[)8datanggal 3/ Ozseriber 2008 i et PARAFP
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BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR é3
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